
 

  

LEMBARAN NEGARA 
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 79 TAHUN 2021 

TENTANG 

UPAYA ADMINISTRATIF DAN BADAN PERTIMBANGAN  

APARATUR SIPIL NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (5) 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah 

tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan 

Aparatur Sipil Negara; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG UPAYA 

ADMINISTRATIF DAN BADAN PERTIMBANGAN APARATUR 

SIPIL NEGARA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang 

selanjutnya disebut Keputusan PPK adalah keputusan 

yang dikeluarkan oleh PPK yang bersifat konkret, 

individual, dan final. 

2. Keputusan Pejabat yang Menetapkan Keputusan yang 

selanjutnya disebut Keputusan Pejabat adalah 

keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang bersifat 

konkret, individual, dan final. 

3. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian 

sengketa yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak 

puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan 

Pejabat.  

4. Keberatan adalah Upaya Administratif yang ditempuh 

oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap 

Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS 

atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja 

sebagai PPPK dan Upaya Administratif yang ditempuh 

oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap 

Keputusan Pejabat. 

5. Banding Administratif adalah Upaya Administratif 

yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas 

terhadap Keputusan PPK mengenai pemberhentian 

sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian 

kerja sebagai PPPK. 

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan 

aparatur negara. 

7. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang 

selanjutnya disingkat BPASN adalah badan yang 

berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil 

keputusan atas Banding Administratif. 
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8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya 

disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, 

dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan 

manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

9. Pejabat yang Menetapkan Keputusan yang selanjutnya 

disebut Pejabat adalah pejabat selain PPK yang diberi 

wewenang menetapkan keputusan di bidang 

kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 

disebut Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang 

diangkat oleh PPK dan diserahi tugas dalam suatu 

jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap 

oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka 

waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 

pemerintahan. 

 

BAB II 

UPAYA ADMINISTRATIF 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 2 

(1) Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan 

PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan 
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Upaya Administratif.  

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding 

Administratif. 

 

Bagian Kedua 

Keberatan 

 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 3 

(1) Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas: 

a. Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai 

PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian 

kerja sebagai PPPK; dan  

b. Keputusan Pejabat. 

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a diajukan kepada PPK.  

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b diajukan kepada atasan Pejabat.  

 

Paragraf 2 

Tata Cara Penyelesaian Keberatan 

Atas Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian 

 

Pasal 4 

(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK 

dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data 

pendukung. 

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat 

belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan 

yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN. 

(3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka 

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK 
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atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat 

penetapan tidak dapat diterima. 

 

Pasal 5 

(1) PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang 

diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 

21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal 

PPK menerima Keberatan. 

(2) PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan 

dari Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan 

dan/atau pihak lain, jika diperlukan. 

(3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh 

satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, 

Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada 

Pengadilan Tata Usaha Negara. 

 

Pasal 6 

(1) PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, 

mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan 

yang diajukan Keberatan. 

(2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, 

perubahan, pencabutan, atau pembatalan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan PPK. 

(3) Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap 

keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada 

Pengadilan Tata Usaha Negara. 

 

Paragraf 3 

Tata Cara Penyelesaian Keberatan  

Atas Keputusan Pejabat  

 

Pasal 7 

(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(1) huruf b diajukan secara tertulis kepada atasan 

Pejabat dengan memuat alasan Keberatan yang 


